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HALMAHERABUPATI BARAT

JAILOLO
XTPUTUSAN BIIPATI HALIIAIIERA BARAT

NOMOR ?L /KPrS/ t l2OL7

TEI.ITANG

PEITT'ITJI'IIAIT BETTDAHARA PtsilGELUARAIT
PADA SATUAI$IiER.,A DtrASr @ PmDAGATV(iAtr DAIr

KOPERASI I'IIM KABT'PATEIT HALIIAIIERA BARAT
TAEUN AUGGSBAI{ 2OL7

BT'PATI HITLMAEERA BARAIT'

Menimbang : a. bahwa dalam rangla tertib administrasi pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Feraturan
Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tatrun 2006 tentang
Pedoman Pengelola.en Keuangan Daerah, maka untuk
kelancaran pelaksanaan program darr kegiatan dipandang
perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten
Halmahera Bar:at Tahun Angaran 2A77;

b. bahwa Saudari HTRIA ADI{AII SYAII yang diusulkan oleh
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
UKI\rI I(abupaten Halmahera Barat, selaku pejabat
pengguna anggaran dianggap cakap dan memenuhi syarat
serta sampu melaksanakan tugas kebsrdaharasn dalam
ra1rg!<a pelaksalaan Anggaran pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Halmahera
Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan hurtrf b, perlu menetapkan Keputusan Ehrpati
tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan
kerja Dittas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6O Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 terrtang
Pembentukan Daeratr-daerah swatarrtra Tingkat tr Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tinglat I Maluku menjadi
Undang:-undang;

2. Undangundang Nonoor 6 Tatrun 2OOO tentang Perubatran
atas Undangundang Nomor 46 Tatmn L999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Mafuku fenggara Barat;

3. Undang:-undang Nomor 1 Tatrun 2003 tentang
Pembelrtukan Kabupaten Halmalrera Utara, Kahupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur darr Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utata;

4. Undalg-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

5. Undang-undang Nomor
Perbendah ar aarr Negara;

1 Tahun 2OO4 tentang
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6. Undang-undang Nomor 33
Perimbangan Keuangan antata
Daerah;

Tahun 2OO4 tentang
Pemerintah Pusat dan

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2o^14 tentang Aparatur
Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOS terrtang Dana
Perimbangan;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l2.Peraturan Daeratr Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6
Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9
Tatrun 2A16 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
20L7;

l4.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016
tentang Penjibaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2017;

Surat Usulan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi UIC\{ Kabupaten Hatnahera Barat Nomor :

900/03-Indagkop-UtfitIl[2}l7 /2017 tanggal, 12 Januari
2A!7, Perihal: Usulan Elendahara Tahun 20fi.

trfiEffiTffIIStr[AIT :

Menunjuk Saudari FITRIA ADI{AN SYAII NIP. 1981t2:2O
2OOSOi 2 OL7 sebagai Bendah.ara Perrgeluaran pada
Satuan Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi UKM Kabupaten Halmahera Barat Tatrun
enggaran 2A77 dengan atasan langsungnya Kepala. Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten
Halmatrera Barat.

Bendahara sebagaimana dimaksud Dktum Kesatrr, dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap
berlredoman pada ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara
sebafi*ana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai

berikut:

KETIGA
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SPDCTMEN
BENDAIIARA PENGELUARAI{

TANDA TANGAN PARAF

?

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PBJABAT PARAF

Sekretaris Daerah ,t0-

Ass. Bid. Pem & Adm. Umum \V

Kepala Peridagkop L/
Kabag. Hukum & Orgs 0,

Difetapkan di : Jailolo
peidatanggal : tz Januari 2Ol7

0rurott TTALMATTERA BARAT,

Tenbusan: DisamPaikan kePadaYth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2- Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Eladan Femeriksa Keuangan Perwakilan Maluku utara di Ternate,
4. Inspekhrr Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Xepata Dinas Perindagkop Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksan"L2n ssfoagaimana mestinya
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